
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BN)AN KEPEGAWAIAN DAN PENGEIVIBANGAN

SIIMBER, DAYA MAIIUSIA
Atd : ,l. A-SFiri lt,o. Hri ?l[la Tdp- (0512) 21043 Faxs. (0512) 213 l5

KEPUTUSAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH IAT]T

NOMOR "i5, TAHUN 2O21

TENTANG
STAITDAR OPER.ISIOIIAL PROSEDT'R

BADAIT XEPDGAWAIAIT DA.IT PENGEUBAJTGAN SI'UBER DAYA UAITUSIA
KABI'PATEI{ TAI{AII I,IIUT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUrIBER DAYA MANUSIA
KABT'PATEN TANAH IAI'T,

Menimbang: a. bahwa agar peliaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Mamrsia dapat berjalan baik

dengan harapan dapat mendorong proses tata keloLa pemerintahan

yang lebih barA, perlu ditakukan percepatan sistem

penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di
linglungarr pcrangkat daerah;

b, bahwa utuk pelaksanaan tugas yanA tepat, efeldif, elisien dan
terpadu di Badan Kepcgawaian dan Pengpmbangan Sumber Daya

Manusia, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur
sebagai prosedur tetap pela.ksaraa, tugas;

c- behsa berdasartan ptrtinbangan sebagaimana dirnaks'rd dalqrn

huruf a dan hunrf b, pcrlu mettetapkar KeFttusan Xepala Badan
Kepegawaian dai PengembanSar Sumber Daya Manusia lGbupaten
Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Badan
Kepegaq/aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabq)aten Tanah l,aut.

M€ngingat : l. Undang-Undang Nolnor 8 Tahun l!)65 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat Il Tafulong (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan l,embaian Negara Republik Indonesia
Norrror 2756) dengan mengubatr Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Ta,,lbahall Lembara, Negara Republik hdolesia Nomor 1820)

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentaJrg Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9).

2- Undang-Urrdatrg Nomor 28 Tal.un 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tanbal.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



a

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan

Publik (Ifmbaran Negda Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
112, Tambahan lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor
50s8);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (l€mbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipit
Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan lembaran Negala Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undanfundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Neg€fa Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 lahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndanyUndalg Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah firmbaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara

Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

7. Perafirran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor I14, Tambahan lembaran Negnra Reobttlik Indonesia

Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(l€mbaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2017 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 604l);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur di L:ngkulgan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Netlara Republik Indonesia

Tahun 2O1 1 Nomor 7O4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(l,embaran Daerai Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 25);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEIIGA

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah l,aut tentang Standar Operasinal
Prosedur Badan Kepegawaian dan Pengernbangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Format Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan
Pengembalgan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah l,aut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yarlg merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentualr alcan diadakan penyesuaian sebagaimaia mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetap.kar di Pelaihari
pada tanggal 15 September 2O21

Kepa)a waian dan Pengembangan
Sum Kabupaten Tanah l,aut,

R EFFENDI
,{AH

11. Peraturan Bupati Tanah [,aut Nomor 50 Tahun 2Ol1 tentang
Pen)rusunan Standar Operasional Prosedur (SOp)

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah l,aut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2Ol1 Nomor 5O).



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPECAWAIAN DAN PENGEMBANCAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH I,AUT
NOMOR : J' TAHUN 2021
TANGGAL : l5 September 2021

Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tangqal PeE!!ratan
tansqal Revisi

20 Aptil2020
15 September 2021

Tanqqal oen-qesahan 15 Septernber 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengemb€ngan Sumber Daya Manusia

Tanah Laul

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH I-AUT

Disahkan Oleh

SEKRETARIAT fiama SOP TASILITASI PENCANTUMAN GELAR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Tingkat ll Tapin dan Daerah fingkat ll Tabalong dgngqn mengubah Undang-undang Nomor 27 lahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenlang Pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimantan.

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neoara.
3 Peraturan l\46nteri Dalam Nogerl Nomor 52 Tahun 2011 tenEng Standar Operasional prosedur di

Lingkungan Pemerintrh Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2Ol4 tentang pedoman Penyusunan St ndar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1 Undang-Undeng Norhor I Tahun 1965 tentang Pembentukan aerah Tingkat ll Tanah Laut, Drerah Kepala BKPSDM
Sekretaris BKPSDM
Sem{ra Kabid
SemUa lGsubbid/Kasubbag
Pejabat Funggional Tertentu
P6laksana

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
PNS Lingkup KabuPaten Tanah Laut '1. Aturan perundang-undafl gan

2. Aplikasi SIMPEG
3. Aplikasi SILKA
4. Aplikasi SIMFONI
3 ATK

atan catat dan ndataan
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LAMPIRAN KEPU?USAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUS1A KABUPATEN TANAH I,AUT
NOMOR :J' TAHUN 2021
TANGCAL I 15 Septertrbe! 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH I.AUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 202'l
Tanoqal Pembuatan 20 ADtil2O2o
Tanqqal Revisi 15 September 202'1
Tanqoal penoesahan 15 September 2021
Disahkan Oleh Kepala Badan KepegEwaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabugalgn Tanah Laut

N-ma SoP gOP FASILITASI IZIN BELAJAR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-tltnOang Nornor A tahun1965 tentang Pembontukan Daerah Ting*at ll Tanah-1Eut, DrE6h

Tingkat ll Tapin dan Oaerah fingkat ll Tabalong d€ngan mengubah Undang-undang Nohor 27 lahun
195! t€ntang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimanhn.

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 PeGturan Menteri Dalam Negeri Nomq 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintsh Provinsi dan lGbupaten/ Kota.
4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang PQdoman Penyus(rnan St ndar

Ope.asional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

. Kepala 8KPSoM

. Sekretaris BKPSDM

. Semua Kabid

. SemuaKasubbid/Kasubbag. Pejabat Fungsional Tertentu. Pelaksana

Peralatan/Perlengkapan
't. Aturan perr.rndang-undangan
2. AplikasiSlMPEG
3. AplikasiSlLKA
4. AplikasiSlMFoNl
3, ATK

atan Pencatat dan pendataan

Keterkaitan
PNS Lingkup Kabupaten Tanah Laut
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEOAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MAT.IIJSIA KABUPATEN TANAH I,AUT
NOMOR i i5 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 September 2021

Nomor SOP '1 Tahun 2021
Tanogal Pembuatan 20 Aptil2020
Tanggat Revisi '15 2021
Tan0qal penqesahan 15 September 2021
oisahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
lqElp4qn Tanah Laut

Nama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT FASILITASI PNS IUGAS bELAJAR

Dasar Hukum Kua Pelaksana
1U ng-undang Nomor 8 Tahun l96ttantang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut. Daerah Kepala M

Tingkat ll Tapin dan Daerah Tingkat ll Tababng dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 lahun
1959 tentang Ponetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I di Kalimantan.

2 Ljndang-Undang Nomor 5 Tahun 20i4 tenEng Aparatur Sipil Neoara.
3 Peraturan Mentgri Dalam N€geri Nomor 52 Tahun 2011 tenlang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerint€h Provinsi dan Kabupabn/ Kota.
4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan St ndar

SekrEtaris BKPSDM
Semua lGbid
Semua Kasubbid/Kasubbag
Pejabat Fungsional Tertentu
Pelaksana

nal Prosedur Administrasi Pemerintahdn.

itan ralatan/Perle
PtlS Lingkup Kabupaten Tanah Laut 1.

2.
Aturan Perundang-undaigan
AplikasiSllrPEG
ApiikasiSlLKA
AplikasiSlMFONt
ATK

atan Pencatat dan ndataan



SOP FASILITASI PNS TIJGAS BE'A"'AR
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L,AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 3' TAHUN 2O2I
TANGCAL : 15 September 2O2l

PEMERINTAH IGBUPATEN TANAH IAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tanqqal Pembuatan 20 Aptil2020
Tanqqal Revisi i$cplqmber 202 1

Jangoal pengesahan 15 September 2021
Disahkan Oleh (ePata BeOan Xepegaweian aan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
[aq4ll6n Tanah Laul

Nama sOP MEERIAN TANOA KE ORMAT
gATYALENCANA KARYA SATYA

Dasar Hukum Kualifi i Pelaksana
t UnaangrUnaang Nomor g tanun tgOS tentang pernbentutan Oarah fingkat ta-anah Laut, tuorah

Tingkat ll Tapin dan Daerah Tingkat ll Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 lahun
1950 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DAerah
Tingkat di Kalimantan.

2 Undang-Und6ng Nomor 5 Tahun 20,|4 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasiond Prosedur di

Lingkungan Pemorintgh Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4 Perqturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan St ndar

Operasional Pros€dur Admjnishasi Peherintahen.

Keterkaitan

K6pala BKPSbM
S€krEtaris BKFSDM
Semua Kabid
SemUa Kasubbid/Kasubbag
Pejebat Fungiaonal Tettentu
Pelaksana

f eralatan/Perlengkap4n
PNS Lingkup Kabupaten Tanah Laut 1. Atu€n Perundang-undangan

2. AplikasiS|MPEG
3. AplikasiSlLKA
4 AplikasiSlMFONl
3, ATK

Peringatan Pencatat dan Pendataan



SOP PEMAERTAI{ TANDA XEHORI4AIAII SAIYAI.EITCA'fA I(ARYA SATYA
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Mcngahbil SAfYALANCANA I.\RYA SATYA

ns t.lah dibndatanaani ot.h tulidcn Rt T
SATYAL.ANCANA (AFYA SATYA 

'tN8.& SAfYALINCANA T'ARIA

i,l.nssanda kan, cnsabipkan ;a;
ecny.Bhkan SAryAL,INCANA KlRYA {5 SATYALA CANA T\AFYA S TYA }AN8

.udah disandakan den dEEipkr!r lraAam SATYAI"lNCANA

.nyfahkqo SATYALANo{NA X^RYA SATYAIAI{CANA Y\ARYA SATY tudahPiagam SATYAL{NC t{A

$JtBtl

EFFENDI



IAMPIRAN KEPUTUSAN KEPAIT BADAN XEPECAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSLA XABUPATEN TANAH I.AUT
NOMOR :1' TAHUN 2O2I
TANOGAL : 15 Septeob€r 2O2l

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 20 Aptil2020
Tanooal Revisi 15 September 2021
Tanggal p6ngesahan 15 September 2021
Disahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Penaembangan Sumber Daya iranusi€
Kabupaten Tanah !au!

Nama SOP ,:ASILITASI PEMBUATAN KARTU TASPEN

Dasar Hukum
l Undang -Undang Norior 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Drerah

Tingkat ll Tapin dan Daerah tingkat ll Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 lahun
1959 tentang Penetapan undEng-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daorah
Tingkat ll di Kalimantqn_

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Pe.aturan Menteri Oatam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentong Standar Operasionet Prosedur di

Lingkungan Pemerinhh provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4 Peratu€n Bupati Tenah Laut Nomor 116 Tahun 2O'!4 tentahg Pedoman Peoyusunan StAndar

Operagional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Kualilikasi Pelaksana
Kepa a BKP
Sekr6taris BKFSDM
Semua Kabid
SemUa Kasubbid/Kasubbag
Pejabat Fungsional Tertentu
Pelaksana

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
PNS/ CPNS Lingkub Kabupeten Tanah Laut 'l Aturan perundang-undangan

2 AplikasiSlMPEG
3. Aplikasi SILKA
4. AplikasiSlMFONl
3. ATK

atan Pencatat dan n

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



SOP TASUJTAsI PEMEUATAN I(ARTU TASPEN

{crcrim b..ie. Fnsantar p.mhon.n
Embuabn lsrtu TasF.n dari SKPO C .l
i{cFirD b.rka3 F.nsantd. F.mbhoran
kn[u|ta.l(adu Ta.F.n da.i s(PD
p.ngusul dan rcmc!iksa k.lcnAkafEn di
aplikasl slM FoNl yanS dirua.skan dalam
hmbar w.ililGri, mngcht .i dan dm pnh
&r Fmbua@n sumt p.ngahr k lGntor
caban8 m. TASPEN (P.B.rc) tsjm

&
L.mbar v.rilika.l dah Print oui
rural P.Dgf ntsr dan d6ftar

M.n dm hr.il piinl d. untDk diloEkri
drn dipaaldan Ercrustann r k rsbd # "t knbar vcrifikrsi dan P.inl

oul rumr Fng.nl.rqan
suat p.naan(.r dan dan!rdipaEf

U.n.rir hrlil pru, @r unlutdikoEk i
drn dipaEld.n mn.ru.lonnya k kp.la

__.L
t_t--l SuEt F.r4.nh. dan daltlr suer p.ngEnt!r d.n d.tur dip6df

5 M.oandabngani suEt p.n&adbr {: suBt FnlFni.rd.n datur sDErF Enb.ddnd.Ilary.n8
sudah diBndabn8an'

M.nRrmt il su Er Pcnsanbr yanqGlah
dibndabnsini olch KcIEla BXFSDM,
!u € r diaacndakan, dib.n nomr, 3tmp.l
dBndlkirim k. Xanto. Cabans PI.TASPEN

J- -l SuEt !.ntFnt . dan daftlr
ying !udan di6ndaEngsni

s!Er P.ns.Dt!r Fnr diaEndakan

M.n,prdes usul Kaau TASPEN

- -*
M.nsEhbil l{ RTU TASPEN valsElah
ditandabnsrn, oleh K.pah rsnlor Cat{ng
I,T.TASPEN (%F.D) Bjh + Karru TajF.n yans.udah dismbil

ll.4aEndakan, m.ngeEipkan dan
m.nycrahka. Ke u TASPEN k p€dg r d Klrtu TalPcn Yana sudah y€.tu 1ASPEN digsndekin dan

M.nytBhk3n Karlu TASPEN k F.da
pdmhon abu rcl,luiSKPD FntJrul rt ru.tu T.rFn Yang.udah K.du TASPENdi*Ehk,n



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN](EPEGAW{AN DAN PENCEMBANGAN
SUMBER DAyA MANUSIA InABUPATEN TANnfr UUi"-"" """'
NOMOR : jt TAI{UN 2O2l
TANGGAL : 15 Septemb€r 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor Tahun 1

anggal Pembuaten 20A | 2020
al 5 1

anI 5Se t2 1

lehsahkan BadiKepala n ndaKepegawaian
n SumberPengem nllabang Daya

Kabu anahT Laut
Nama SOP TANASf LI PEM STKARTU RI

s(KAR 9UAM)/r(ARTU KARSU

Dasar Hukum l(ualifi Pelaksanasi

Tingkat ll Tapin dan Daerah Tingkat ll Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Und9ng-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimantan.

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Peraturan Menteri Dalam N€geri Nomor 52 Tahun 20'11 tentang Standar Operasional prosedu. di

Lingkungan Pemerinhh Proviilsi dan lGbupaten/ Kota.

4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomo|116 Tahun 2014 tentang Pedoman penyus(rnan St ndar
Operasional Prosedur Adminiskasi Pemerintahan.

t Undeng-Undang Nornor 8 T un 1965 tentang Pembentukan Oaerah ll Tanah Laut. D8erah . Kepala BKPSDM
. Sekretaris BKpSOM
. Semua Kabid
. SemuaKasubbid/lGsubbag
. Pejabat Fung3ional Tertentu. Pelaksana

Keterkaitan latan/Perle
PNS Lingkup Kabupaten Tanah Laut

3 ApllkasiSlLKA
4. Aplikasi Sl[4FONt
5, ATK

Aturan Perundang:
AplikasiSl[4PEG

1 andang
2

Perin atan ncatat dan ndalaan

l



SOP 
''ASILI'ASI 

PEXEUAIAX XARIU ISIRI (X'RIS}/I(ARTU SUAX' {ITIRSUI

Man.rlm b.rk& p.ngara. F'@hone dd

-
-l

Mdcdm b.*a. p.ngmGr ,Em6hoos
,qnblah lGi./r6u dtri srm pdgu.lr
do trff&.. L.l.ngtqan di arrfl€:i
srMmnr de dnues,oo rt l6E Lnbd
Biri*'n, En8rhry da.4 lffi pnd dr
Fnbuah .u6r F.ga6r kc br4 \4n axN

T L.flbr. vairiGi de pribr

M.n.de h..ll p,h. @r !.tuk dikoEktr d&
dtprnf d.n mn.tu.kunya k x.brd

{5I l^nrbarv.rir]rGidsPnht

d.fta. yms crr(oEk.i dq

Mrn..]m h..ll p'l,t dt qntuk dikoEkrl dm
dlpdlf de dnm.k n.ya k (.pat. &I L.dbe v.rlnk .l dd Print

d.Jt& dg bk*lci dm

l,mbev..lf|IaiiduPrlht

d.rbr Fne Grtolk i dq

u.nddrhg.nl ruEr pq,prE r * L.!'bo v6ifl...1 d.n f,rin!

d.ntr y i Grrd*n dan

M.naMblr su r F.ne&t€r yag t Bh
ditand.bn!..i ol.h tt pcra Eff sDM,
dlrrndak n. d'b..Ino@, shp.ten
d klnm k. MnEc vfl B3I

# -t lhpirmnya aap djkinm

Mtmpm&. uiul x^RIs/tursu T ,&
&ndatusmi b BxN Plsr

lr4.r,sblr x^RIs/I{1\Rsu yus bllrr + Tod.bs&l 16. BxN Punt
r.{..gaod.xd, ,rnga.dp},n rr.n
4nydhr.r lcriE/v!^rsu hpsd. Fo3.. T_ * rqRls/l(^Rsl, d4..d.rq

M.nyhhk-r (^Rrs/lrnRsu r.Fd! Fmhon A qRls/K RsLr d&Bnk*L

I



I.AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN FENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (ABUPATEN TANAH T,{UT
NOMOR : J' TAHUN 2021
TANGGAL : l5 September 2021

TAMII LAUI

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH tAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 202'1
Tanqqal Pembuatin 20 April2,z,
Tanqgal Revisi 15 Seplember 2021
Janqqal ,engesahan 15 September 202'1

DisatrXan Otetr Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Nama SOP FASILITASI PEMAUATAN KARTU
PEGAWAI (KARPEG)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nornor 8 Tahuni965 tentang Pembentukan oaerafr Tingfat tl Tanah ]:r, Daerah

Tingkat ll Tapin dan Oaerah fingkat ll Tabalong dengan msngubah Undang-undang Nohor 27 Yahun
1959 tentang PenetaDan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimanbn.

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Peraturan Menteri Dalam Nggsri Nomor 52 Tahun 2011 t6ntang Standa. Operasional Pros€dur di

Lingkungan Pemedntah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang POdoman Penyusunan SEndar

Operasional Prosedur Adminigtrasi Pemerintahan.

Keterkaitan

Kepala BKPSbM
Sekretaris BKPSDM
SemL,a Kabid
SemLra Kasubbid/l(asubbag
Peiabat Fungsional Tertentu
Pelaksana

ralatan/Perle
PNS Lingkup Kabupaten Tanah Laut Aturan Perundang-undangan

2. AplikasiSlMPEG
3. AplikasiSlLKA
4. AplikasislMFoNl
5, ATK

Peringatan Pencatat dan pendalaan



SoP FASILITASI PEMBUATAN K/q,RTU PEGAUIAI (KARPEG)

No Kegiatan

Mutu Baku

Petugas

oIfice
JFU Kasubbid Kabid Kepala

BKPSDM
Kanreg

VIII BKN
Itelengkapan Ourput

I
Menerima berkas pengantar
pennohonan pembuatan Karp€g dan
pasfoto dari SkPD p€ngusul

-
-l Berkas kelengkapan 15 Menit Aerkas permohonan

2

Menerima berkas penga;tar
permohonan Fternbuatan KarPeg dari
SKPD Pengusul dan memeliksa
kelengkapan di aplikasi SIMFONI
untuk kemudiEn dituangkan dalarn
lembar velifikqsi darl proses entri data
danprnt ont pembuatan surat
pengantar ke t(anrea VIII BKN Bjb

Berkas Dermohonan l5 Menit

Menerima hasil pnnt or.f untuk
dikoreksi dan diparaf # -t Lembar Verifikasi dan Print

Out surat pengantar dan
daftar

tO Menit Surat dan deftar yaflg
diparaf

Menenma surat pengantar yang sudah
diparaf Kasubbid # Surat dan daftar yang

diparaf 5 N{enit
Surat dan daftar yarrg
diparaJ

Menandatangani surat Pengantai r fr Surat dan daft€r yang
diparaJ 5 Menit

Surat dan daftar yang
ditandatanaani

5

MengaAendaken, memberi nornor, dalr
memb€ri cap stempel Surat PcnSantar
yang tclah ditsndatangani oleh Kepala
BKPSDM dan hengirirnnya ke ranreg
VIII BFN

J* I Surat dtul daftaj yang
ditandatangani 3o0 Menrt

Surat Pengantar
b€s?rta lampirsnnyB
siap dikirim

7 Memproses usul KARPEG

t-
J Surat Pengantar beserta dpt dtentukan

Proses TTD
oleh Ka. BkN

In\RPEG
ditandatangani Ka
BKN Pusai

Lembar Verifikasi dan
Print Out surat
pengantar dan daftar



No Kegiatan

Mutu Baku

Petugas

offic€
J F'TI Kibid Kcpala

t]KPSDM
I(anrcg

VIII BKN
Kelengkaparl Outpur

8 Menaambil KARPEG tranS rctah
ditandatsngani olch Kepala BKN

*E
&

KARPEG ditandatangani Ka.
BKN Pusat 3O0 Menit KARPEG yang siap

diserahkan

9
Menaaandakan, mcnSarsipkan dan
mcnyerahkan KARPEC kepada pctugas
ftont office r

kAKPtG yang siap
diserahkan

1O Menit I(ARPEG digandakar
dao diarsipkan

lo Menyerahkan KARPDG kepada
pemohon atau melalui SKPD pengusul ee KARPEC yang siap

diserahkan
lO Menit KARPEG diselahkan

KEPEGAWATAN DAN
DAYA MANUSIA

LAUT,

!FFENDI



IAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENCEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :1' TAHUN 2021
TANQGAL : 15 Septembcl 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tanggal Pembuatin 20 April 2020
linqqal Revisi 15 September 202'1
TanqQal Penges4an 15 Septernber 2021
Disahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Nama soP TELAYAN-AN KENAIIGN FANG(AT PNS
GOLONGAN III/d KE BAWAH

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nornor 8 tatrun 't965 tintang Pembenbkan Daerah il Tanah Gut, Daerah . Kepala BKPSDM

. Sekrotaris BKPSOM
r Semrja Kabid
. SemuaKasubbid/Kasubbag. Pejabat Fungsional Tertentu
. Pelaksana

Tingkat ll Tapin dan Daerah fingkat ll Tabalong dengan mengubah UnCang-undang Nomor 27 lahun
1959 tentang Penetapan UndEng-UndBng Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DAerah
Tingkat di Kalimantan

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Peraturan Ment€ri Datam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosodur di

Lingkungan PemerintEh Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4 PeratuEn Bupati Ttnah Laut Nomo|116 Tahun 1014 tentang PGdoman Penyusunan Stendar

Operasional Prosedut Administrasi Perneriniahrn.

Keterkaitan Peralatan/Perle n

PNS Lingkup Kabu 6aten Tanah Laut

n

Aturan Perundang-undangan
2. Aplikasi SIMPEG
3. Aplikasi SILKA
4 AplikasiSlMFONl
3, ATK
Pencatat dan n



SOP PEI.JIYAJIAIT I(EXA.U<AI{ PAISGXAT P'IS COLOITGATT M/d XI BASAII

BKPSDM
BKl{ K8tret

!,III

I
Mdbuat sunr &itu k6a an psnglrat *tiap
Fnod. ysg .udah dihda tanSani oLh K.!.la
BKFSDM ? SuEt Ed€m Sur.t Ed* r'eg .iqp dikitih

2
I'hg,n- Suat Edaon .."c,ru. PanSiar k.;;E:
@sing S(PD -ll Su.ar Eds.an vans siap dildrim surat Edam dit rima s(PD

3

M.n.ritu 6urat p.n8antar uoulan t(naikn Pdralat
PNS dari SXPO, m.m.rike k€LnslKapan b.rka6 di
aplikaai SIMFONI, dm dituanSkaD dalam Lmbar 5 Surar Edqran d erifa SKPD, Men.nma

.urat p.ntultd usuhn re@ikh
Paqkat PNS ddi S(m, n.mcrike
k.l.qj<apan be.kas di aplikaii SrMFoNt,
dan dituahgl@ d6ram lembar verinkasi

M."s;try d,h sAiK m.nS.Pnnt .udt rtngdts

f I
Datr Nmimrjf usut k naile

5
hi.il Print Our k !ad6 yqubbid, (Abid

untrL pm*. bdo iangdr X.r€la BKSDM f f; rfFr !f: =:
D.ftrr NorniEtif Errl k Ei<an panslat
,l.nbar not Fetujue d!, .udt

sur.t p.nsufar ditErlalsssi

6

, m.mb.ri .omor, dtdp.l da!
m.hairin Sudt P.nSanqr k. B(N rffr.g VIII ysg
..hh dira.daran[lni ol{h rg BKPSDM

_-l Dar, sAPk dd a.rld.6.ik u.ul Kapa 3u6t P.ngdtai ds t rl..!
u.!l ra.p. di tditu dj I6iEA

dora Pcctujuan K.npa -fr Dad SAPk dan Berkas fi.ik u.ul Kenpa No.lO d.n l{ota [!6.rujud

tt",.s.-bil P.E tujud dan b.rkat Usuran
K.haikan Pan3Lar k BI(N (anR.s vllr di BujEbo! &- No Io dm Nota p..salujud K.npa No.,O, Noil P.r&tujuu l.€n!a

dit rim du inloru.i u.ul

9
B'tt /TMS

BTL T t: No.Io, Nota P.r&tujLrd Kenpa dit rim
dan lnfo.ha.i u.ul kenpa yeg BTL/TMS

X.Ln8!apa. b€rkas BTL

l0 Ke.p{ pNS Ool nlld k bawah
t l.h mcndapat Not P.retujue dui BKN

--
__l No.lo dan Not, p....tujue Kenpa Eraft S( Kmpa col IIIld k

11 ditqrdatansdi K.pala BKPSDM += ,{----lr Dran sK X.nFE col I/a s/d IIld SK x.npa Ool.r/a./d ttld
ditddata,gdi K.rEia BFD

12
MoDaEfSK {cnpa Ool -l l!. -'1- l Dnn sx t.rFs c{l IIIlas/d IIIld S( X.Dpr O.l m/. !/d lli/d

l3
M.nc;sr<an

--l DEft SK Nals Ctot rn/a ./d IIIld yeg OE t SK xdp. CoT[t/6 ./d
lllld yss t la$ diFerd

l4 E od s( 66illl/a s/d nrld yss sK KdF Ool xtla 3/d m/d
rdd dil3nda tdrsarn oLi

I
,tr:]-

l-
a _l

-5



O6c. JFU
BKPSDM

BKN l(6rct
vlu

15

Ucnceut, mtc"i .o-..7ep rtanp.t, .."A-a*,"
<l.r lm8udpb, Sk ysa br.ll drhnd.6! r
rcpaL BKD/S.ld. Ifu 66y.nhkenyr k Fd. r F

tl
Sk lGnF Gol. [t/d t h.Frn yu8 drn Sk I/60. Ool. Ul/d lcb.*.h

.i.? di-nnbn k.Fd. SKPD

l6
MhyMFirG SX xdF tap.d. tlns da
b.tunaluan.t u ftLlui SKm F.au.ul

-

3K (6p. c-t. m/d k b.*.h S( XaF Oot. IIt/d k h.*rh
d .du PNs yb. mtdui SKPD

XEPEOACT^ T DAIf
DAYA UAiIUSTA

LAUI,

ITFElIDI



TAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPDGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH T.qUT
NOMOR : 9}- TAHUN 2021
TANGGAL : l5 September 202l

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH IAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 20 Apil2020
Tanggal Revisi 15 September 2021
Janqgal penqesahan 15 September 2021
Oisahkan Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Oaya Manusia
Kab n Tanah Laut

Nama SoP PELAYANAN KENAIKAN EANGKAT PNS
GOLONQaP |Y/s 941i1 1Y76

Dasar Hukum Kualifikasi Pelat<sana
1 Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat ll Tanah Laul Oaerah

Tingkat ll Tapin dan Oaerah fingkat ll Tabalong d€ngan mengubah Undang-undang Nomor 27Iahun
'!959 tentang Penetapen Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat ll di Kalimanhn.
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 PeGturan Menteri Oalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Op€rasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintrh Provinsi dan lGbupatan/ Kota.

4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 20't4 tentang Pedoman P€nyusunan Sttndar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

. Kepala BKPSbM

. Sekretaris BKPSDM

. semua Kabid

. SemualGsubbid/Kasubbag

. Pejabat Fungqional Tertentu. Pelaksana

Peralatan/PerlengkapLKeterkaitan
PNS Lingkup Kabupaten Tanah Laut 1. Aluran perundang-undangan

2. AphkasiSlMPEc
3. Aplikasi SILKA
4. AplikasiSlMFONl
5 ATK

Peringatan Pencatat dan pendataan

I



sOP PELAYAJCAIT XENAIXAII PAJ{CKAT PIIS GOI,ONGA, IV/e DAtr lv/b

JFU
BKPSDM

BKN Kltr.8
VIII

BI{D

I M.abuat suEr BaairGIE panskat ? Surat Edtud )dA si,qp

2
MGndnn SuBt EdaE Kdalk& Pans&ar
Yan3 .udah djtEda t$aui oreh K.pela
E4PADM T D slrar ad6mn yu3 eGp dikinD

SKPD

3

Maffiirmr p.nsr e-uue lrcmite
Pahslot PNs dari S(PD, h.mdika
k.l.f,darm b.*a. dl aplika.i SIMFoNI,
dar dituengke dolan l.mbu redlt&a6,

J- SuEr Ed.l6 dit rie sKm, Md6i@
lunt p.nEEnE u.uld ranaik .
Pegk.r PNS dati SkPD, m.m..ike
k l.nskFslr berl$ di aplika3i
SIMFONI, dan dituarslGn daldn Lmbqr

M.na.rEi dara SAPK dan @mp@t oul

+
Oanlr NorrjErjf Bul
k{.jkm p6st€r ,Lmb.}
not! p.r..tujud ddr .unr

MGn.ru.kff lEB,l Prin! Out k pad.
rs.ubbid. xahid u.tuk p,@. t ndat nae

___Lt_F __l Daftar NomiEtif u.qt k.naikdl panSkat

,l.nb.r nou Fr&lujum ddr .uEt

o
Mh.r.Jad @tudatmrrni Sudt {-l Sumt pcnraru yang

T

M.rsag.ndatkan, m.nb..i nomor,.tmDcl
d.n h.nai.id Surat P.ngutar ydg t lah
dirqrd.t{uani oLh 16 B(PSDM l. rsrcg
vllt Bl(N
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I4{MPIRAN KEPUTUSAN KEPAI-,A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUTNOMOR : 3' TAHUN 2021
TAI\IGGAL : 15 geptember 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT

Nomor sOP '1 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan
Tanooal Revisi
Tangga p€ngesahan
Oisahkan Oleh

20A 2020

15 Se bet 2021

Ta

aBad KenKepa awaian ndapeg
P na us mngem ter Manu9abang Oaya

bKa Lanah ut

15 2421

Nama SOP

Dasar Hukurfl Kualifikasi Pelaksana

ELAY KE KAN ANGKAT PNS
GOLONQ4P 1Y7" x6 4119

un 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Tanah Laul, Daerah
Tingkat ll Tapin dan Daerah fingkst ll Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nohor 27 fahun
1959 tentang Pen€tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenlrng Pembentuken Oaerah
Tingkat ll di Kalimantan.

2 Undang-Undsng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tenlang Standar Operasional Pros€dur di
Lingkungan Pemerintbh Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

4 Peraturan Eupati TAnah Laut Nomo|116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan St ndar
Op€rasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1Un Undang Norhor 8 T
Sekretaris BKPSDM
Semua Kabid
SemUa Kasubbid/Kasubbag
Pejabat Fungsional Tertentu
Pelal(sana

Kepala B

Keterkaitan Peralaten/Perlen
PNS Lingkup KabuFaten Tanah Laut 1

2
3
4
3

Aturan PerundAng-undangan
AplikasiSlMPEG
AplikasiSlLKA
AplikasiSlMFONt
ATK

Pe atan catat dan n
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